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ABSTRAK

Ibnianti Rahayu / 222013216/2017/Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Good Governance
terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh Sistem pengendalian intern
dan good governance terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Penelitian ini dilakukan di 25 Instansi pemerintah
daerah Kabupaten Empat Lawang. Variabel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian
intern, good governance, dan kinerja pemerintah. Pengambilan sample pada penelitian ini adalah
purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer berupa hasil opini
BPK dan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan
regresi linear berganda dengan bantuan sofware SPSS versi 21.0. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa secara parsial sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Empat Lawang dan Good Governance berpengaruh positif terhadap kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang. Adapun secara simultan sistem pengendalian intern
dan Good Governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
Kabupaten Empat lawang.

Kata kunci : sistem pengendalian intern, Good Governance kinerja pemerintah
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ABSTRACT

Ibnianti rahayu/222013216/2017/The Influence of Internal Controlling system and Good
Governance Toward The Performance of Local Government of Empat Lawang District.

This research is formulation whether or not there was significant influence of internal
controlling system and good governance toward the performance of local government of Empat
Lawang District. The type of this research was a causality research. The research location was in
25 local government institution of Empat Lawang District. This research variables were internal
controlling, good governance, and local government’s performance. To get the samples of the
research, the researcher used purposive sampling technique. The data sources were primary data
and secondary data in term of the opinions of BPK and questionnarires. This research was
quantitive analysis. To analyze the data, The research used multiple linear regression using SPSS
software program version 21.0. The result showed that there was no partial influence of internal
controlling system toward the performance of local government of Empat Lawang District.on the
other side, there was positive influence of good governance toward the performance of local
government of Empat Lawang District. In addition, there was simultaneouse significant influence
of internal controlling system and good governance toward the performance of local government
of Empat Lawang.

Key words : internal controlling system, Good Governance, The performance of Local
Government



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan undang-undang No. 32 tahun 2004 dan undang-undang No.
33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas
atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah
pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui
DPRD). selanjutnya Adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
pemerintah daerah.

Sejak berlakunya otonomi daerah, prinsip pembangunan daerah
mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta
menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, maka
pemerintah harus memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kinerja organisasi yang unggul maka akan menjadikan suatu
organisasi tersebut menjadi terstruktur dan lebih tertata sehingga semua yang
terlibat dalam organisasi tersebut bekerja dengan kapasitas maksimalnya dan
tidak terjadi tindak penyelewengan. Tuntutan masyarakat akan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi, akuntabilitas dan



bebas korupsi, kolusi, nepotisme seharusnya menjadi ajang unjuk kejujuran

dan profesionalitas suatu organisasi.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pemerintah
mencoba mewujudkan pemerintah yang bersih berwibawa atau yang dikenal
dengan istilah Good Governance. Salah satu pilihan strategis untuk
menerapkan Good Governance adalah melalui penyelenggaraan pelayanan
publik. Demi kepuasan kerja pada masyarakat pejabat publik atau yang lebih

dikenal dengan pemerintah meningkatkan peningkatan pelayanan bagi publik.

Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral dari tindakan
dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajaran nya
untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2016 : 251).

Menurut PP nomor 60 tahun 2006 Sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang dilaksanakan

menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Good Governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan
yang baik. Dari segi pandang UNDP, governance dikatakan baik (good)
apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara
efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan mesyarakat.

Sementara World Bank memberikan pengertian fentang Good Governance



sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung
jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran
kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme
(KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan
political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran,tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic
planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut
prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.
Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan
ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau
target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui karena tidak
ada tolak ukurnya. (Mahsun, 2006:25)

Penelitian sebelumnya tentang sistem pengendalian intern dilakukan
oleh Farisa dkk (2015) dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal
terhadap Kinerja Karyawan pada Divisi Pelayanan Medis di Rumah Sakit
Jember Klinik, disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian
resiko,aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan
berpenganruh terhadap kinerja karyawan,yang berpengaruh terhadap
organisasi itu sendiri. Dan Ira Amalia dkk (2014) dengan judul pengaruh

Good Governance, pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap



kinerja pemerintah daerah. Dengan hasil bahwa pengendalian intern
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif
penengendalian intern yang dilaksanakan, maka semakin baik juga kinerja

pemerintah.

Penelitian sebelumnya tentang Good Governance terhadap kinerja
dilakukan oleh Somantri Yusuf dkk (2009) dengan judul Pengaruh Good
Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Dengan
hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good
governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung. Dan penelitian
tentang Good Governance juga dilakukan oleh Nurzalina( 2014) dengan
judul pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja
pemerintah kabupaten Pelalawan. Hasil dari penelitiannya yaitu Good
Governane berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,
begitu juga dengan pengendalian internnya berpengaruh terhadap kinerja
daerah.

. Tabel I.1

Hasil Opini BPK atas LPKD Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2011-2015

Hasil Opini BPK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
WDP TMP WDP WDP WDP

Sumber : Palembang.bpk.go.id
Berdasarkan tabel 1.1 dapat di lihat bahwa opini yang diberikan

oleh BPK RI atas pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, pada periode



tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 selalu memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian(WDP). Sedangkan Pada tahun 2012 Kabupaten Empat Lawang
memperoleh opini TMP. Selama ini Kabupaten Empat Lawang belum pernah
mendapatkan opini WTP. Dalam situs resmi BPKP Sumatera Selatan di

http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps i 2013 _1410152008.pdf

Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2013 mendapat predikat WDP karna
BPK menemukan 9 temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan akibat
dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan pada tahun 2013
Kabupaten Empat Lawang mengalami total kerugian Rp. 6.663,35.000.

Tahun 2015 Kabupaten Empat Lawang masih mendapat opini
WDP salah satu penyebabnya adalah Pemerintah daerah Kabupaten Empat
Lawang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan. Dimana
seharusnya laporan tersebut adalah informasi yang harus diserahkan tepat
waktu. Sehingga dapat disimpulkan ada instansi pemerintah belum
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya dengan optimal.
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan juga merupakan salah satu
penyebab Kabupaten ini tidak pernah mendapat opini WTP, sehubungan
dengan lingkungan pengendalian yang menyebutkan bahwa unsur dalam
sistem pengendalian intern salah satunya adalah moralitas, kejujuran
integritas, dan kompetensi. Artinya pemerintah daerah ini belum seutuhnya
menjadi pemerintah yang diharapkan masyarakat dengan menjaga moralitas
dengan mematuhi hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Serta

Kelemahan/kesalahan material efektivitas sistem pengendalian intern juga


http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2013/I/ihps

menjadi salah satu penyebabnya. Beberapa masalah diatas menyebabkan
BPK tidak pernah memberikan opini WTP, Opini yang diberikan oleh BPK
yang tidak pernah mendapatkan predikat WTP ini menunjukan bahwa kinerja
pemerintah daerah belum optimal dan belum bisa dikatakan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk
masing-masing Dinas Daerah Kabupaten Empat lawang belum bisa diakses
secara bebas oleh masyarakat melalui internet. Masyarakat yang ingin
mengetahui LAKIP dari Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang harus
mendatangi dinas tersebut untuk meminjamnya kepada pegawai bidang
keuangan, dan melihatnya secara langsung dalam bentuk hardcopy. Sehingga
Permasalahan terkait transaparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kabupaten
pada era digital ini dapat dikategorikan sebagai suatu kekurangan dan
digunakan untuk menilai bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Empat Lawang belum optimal.

Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang ini masih banyak terjadi
pemborosan pengeluaran untuk pembelian yang tidak sesuai dengan harga
satuan barang baku yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah belum bisa
dikatakan efisien dan efektivitas. Pemerintah daerah ini pun masih kurang
dalam hal responsivenes, hal tersebut dapat dilihat dari kurang cepat
tanggapnya pemerintah daerah terhadap permasalahan masyarakat, seperti
salah satunya terlambatnya perbaikan pada kerusakan fasilitas umum yang

ada pada kabupaten tersebut.



Berdasarkan fenomena latar belakang yang telah diuraikan diatas ,
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sistem
Pengendalian Intern dan Good Governance Terhadap Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang ”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada latar
belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah apakah sistem
pengendalian intern dan Good Governance berpengaruh terhadap kinerja
pemerintahan Kabupaten Empat Lawang?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan Good

Governance terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.

. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini
diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :
1. Bagi Penulis
Penelitian ini untuk menambah pengatahuan dan memperluas wawasan
penulis, terutama dibidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan
dan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan operasional

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Bagi Almamater
Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber refrensi untuk
penelitian selanjutnya, khusunya penelitian yang memiliki topik relatif

sama.



BAB 11
KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Farisa dkk (2015) yang berjudul
Pengaruh Pengendalian Internal terhadap kinerja karyawan pada divisi
pelayanan medis di rumah sakit Jember klinik. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh pengendalian internal terhadap
kinerja karyawan rumah sakit Jember klinik. Dengan tujuan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja
karyawan rumah sakit Jember klinik. Jenis penelitian ini penelitian
kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuisioner. Sumber data pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara,
Kuisioner serta studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan yaitu
analisis statistik deskriptif. Teknik analis data yang digunakan yaitu uji
validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
Hasil dari penelitian ini adalah lingkungan pengendalian, penilaian
resiko,aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan

berpengaruh terhadap kinerja karyawan rumah sakit Jember klinik.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Ira amelia (2014) yang
berjudul pengaruh good governance, pengendalian intern dan budaya
organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada satuan kerja
pemerintah Kabupaten Pelalawan). Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah apakah good governance , pengendalian intern dan budaya organisasi
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terhadap kinerja pemerintah daerah?. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh
bukti empiris mengenai pengaruh good governance, pengendalian intern dan
budaya organisasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode penelitian
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey yang dilakukan
pada 32 SKPD yang ada di Kabupaten Palalwan. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data subjek berupa opini, sikap, pengalaman atau
karakteristik seseorang untuk menjadi responden. Sumber data dalam
penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian
ini adalah teknik kuisioner dengan skala pengukuran likert. Hasil penelitian
ini variabel good governance, pengendalian intern berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pemerintah, sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian juga dilakukan oleh Siti aisyah dengan judul pengaruh good
governance, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya organisasi
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Kampar. Rumusan masalah
pada penelitian ini adalah apakah good governance, gaya kepemimpinan,
komitmen organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah kabupaten Kampar?. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui apakah good governance, gaya kepemimpinan, komitmen
organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah kabupaten Kampar. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan metode survei. Data yang diperoleh pada penelitian ini dengan

menggunakan kusisioner yang dibagikan. Teknik analisis data menggunakan
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uji validitas, realibilitas dan uji normalitas. Hasil dari penelitian ini adalah
good governance , gaya kepemimpinan, komitmen organisasi berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja pemerintah, sedangkan budaya organisasi

tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh yusuf (2009) dengan judul
pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah daerah kota
Bandung. Dengan rumusan masalah apakah bagaimana pengaruh pelaksanaan
good governance terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Bandung ?.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan prinsip good governance pada Pemerintah Kota Bandung. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan studi
kasus. Skala ukur yang digunakan adalah skala ordinal, dengan alat analisis
statistik korelasi, regresi dan determinasi, dengan uji hipotesis t satu arah.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yan signifikan antara good

governance dengan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.



12

Tabel 11.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sebelumnya
No Judul, Nama Peneliti dan Pertiedizn Persatin
Tahun
Pengaruh Pengendalian p. Objek penelitian pegai | a. metode pengumpulan data
Internal terhadap kinerja rumah sakit, peneliti menggunakan metode
karyawan pada divisi menggunakan objek kuisioner dan survei.
pelayanan medis di rumah pemerintah daerah. b. Sama-sama meneliti
sakit Jember klinik. Farisa p. Hanya menggunakan tentang pengendalian
1 dkk (2015) variabel  pengendalian intern terhadap kinerja
intern sedangkan
Peneliti menambahkan
variabel good
governance sebagai
variabel dependen.
pengaruh good governance, p. Objek penelitian Sama-sama meneliti tentang
pengendalian intern dan Metode pengumpulan | pengaruh good governance
budaya organisasi terhadap data adalah kuisioner | dan pengendalian intern
kinerja pemerintah daerah dan wawancara terhadap kinerja
2 : =
(studi pada satuan kerja
pemerintah Kabupaten
Pelalawan). Ira  amelia
(2014)
pengaruh good governance, p. Objek penelitian Sama-sama meneliti tentang
gaya kepemimpinan, b. Penulis hanya memakai | pengaruh good governance
komitmen organisasi dan variabel good | terhadap kinerja
3 budaya organisasi terhadap governance dan
kinerja pemerintah daerah menambahkan variabel
kabupaten Kampar. Siti dkk sistem pengendalian
(2014) intern sebagi variabel
dependen.
Pengaruh Good Governance Objek penelitian Sama-sama meneliti tentang
4 terhadap Kinerja Pemerintah Peneliti menambahkan | pengaruh good governance
Daerah Kota  Banduug. variabel pengendalian | terhadap kinerja
Yusuf (2009) intern

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana

pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan kewenangan

untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah

pengawasan pihak lain yaitu principal. Principal adalah pihak yang

memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu
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serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang
melakukan transaksi dengan agen disebut dengan third party (Budi, 2015 :
5-6).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek kinerja pada
organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori
keagenan. Dalam kinerjanya, pemerintah yang bertindak sebagai agen
mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi
penggunanya yang bertindak sebagai principal. Dalam suatu pemerintah
demokrasi, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagi suatu
hubungan keagenan (agency relationship). Dalam hal ini pemerintah
berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi sebagai
principal.

. Sistem Pengendalian intern
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral dari
tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan
jajaran nya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. (Mahmudi, 2016 : 251)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan

pengendalian intern sebagai suatu proses dalam organisasi yang meliputi
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organisasi itu sendiri serta metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang
dianut untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan
keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, serta mendorong
ditaatinya kebijakan manajemn yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. (PP Nomor 60 Tahun 2008)

Dari beberapa definisi diatas, dpat disimpulkan sistem
pengendalian intern merupakan proses yang terdapat dalam organisasi,
dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan
dalam organisasi sudah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah
ditetapkan.pengendalian intern ini terkait dengan bagaimana individu
dalam instansi melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang, kebijakan,
dan otoritas yang ada, secara bersama-sama guna mencapai tujuan instansi.
Pengendalian intern dalam instansi juga berfungsi untuk menjaga kinerja
aparatus, termasuk kinerja aparatur bagian keuangan pemerintah daerah,
agar tetap baik dengan bekerja dengan tertib, terkendali dan melakukan
praktek yang sehat.

Komponen sistem pengendalian Intern terdiri atas 5 komponen

utama (Mahmudi, 2016 : 48) yaitu :
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a. Lingkungan pengendalian
b. Penilaian resiko
c. Kegiatan pengendalian
d. Informasi dan komunikasi
e. Pemantauan
b. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan ada 5 unsur
dari sistem pengendalian intern, yaitu :
1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan Pengendalian merupakan elemen terpenting yang
melandasi unsur-unsur lainnya dalam sistem pengendalian.
Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang. moralitas,
integritas, kejujuran dan kompetensi.
2) Penilaian Resiko
Pengendalian Intern harus memberikan penilaian atau risiko
yang di hadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.
Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan
instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi
Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber

dari dalam maupun luar instansi.
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3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur
yang dapat membantu memastikan dilaksanakann‘ya arahan pimpinan
Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi
selama proses penilaian risiko.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan
Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi
disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu
sechingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan
pengendalian dan tanggungjawab nya.

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan
dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan,
yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eskternal serta internal.
Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada
pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk
serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan
melaksanakan pengendalian intern dan tanggungjawab operasional.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu
ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemanfaatan sistem pengendalian

intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi
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terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pemantauan berkelanjutan  diselanggarakan melalui  kegiatan
pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan
lain yang tekait dalam pelaksanaan tugas.
¢. Tujuan ssistem pengendalian intern
Tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern (Mahmudi,
2016: 252) yaitu :
1) Melindungi aset negara baik secara fisik maupun data
2) Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3) Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relvan, dan andal
4) Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan
pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi.
6) Menjamin ditaatinya Kkebijakan manajemen dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Good governance sebagai suatu penyelengaraan manajemen
pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi
dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal
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and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Mardiasmo,

2009 :18)

b. Prinsip- Prinsip Good Governance

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

keuangan negara menjelaskan ada 5 prinsip good governance yang

digunakan dalam instansi pemerintahan, yaitu :

1) Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang

2)

3)

4)

menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada rakyat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan
daerah negara

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian
berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas
yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan perlindungan

atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
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5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas
dan mandiri atas asas yang memberikan kebebasan bagi badan
pemeriksaan keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan
negara dan tidak boleh dipengaruhi siapapun.

Ada sembilan prinsip dasar good governance yang digunakan
dalam akuntansi sektor publik yang dikeluarkan oleh UNDP
(Mardiasmo, 2012 : 18), yaitu :

1) Public participation ( Partisipasi Publik)

setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi
institusi terlegitimasi yang mewakili kepentingannya.

2) Rule of law (aturan hukum)

Kerangka hukum har us dil dan dilaksanakan tanpa pandang
bulu, terutama untuk hak asasi manusia.

3) Transparency (Transparansi)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) Responsiveness (Daya Tanggap )

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam

melayani stakeholder.



3)

6)

7
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Consesensus orientation (Berorientasi konsensus)

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda untuk memperoleh pikihab terbaik bagi kepentingan
masyarakat yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur-
prosedur.

Equity (Berkeadilan)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Efficiency dan Effectiviness (Efektivitas dan Efisiensi)

Proses dan lembaga menghasilkan public good  dan
services sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan
sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Pengelolaan sumber
daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil

guna(efektif).

8) Accountability (Akuntabilitas)

9)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik,
swasta, dan masyarakat madani memiliki Pertanggungjawaban
kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sebagaimana
halnya kepada para pemilik (stakeholder)

Strategic vision (Visi strategi)

Para pemimpin atau Penyelenggara pemerintah harus

mempunyai perspektif good governance  dan perkembangan

manusia yang jauh kedepan.
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Tujuan Good Governance

Menurut peraturan menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara,

Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi

birokrasi menteri negara pemberdayaan aparatur negara, tujuan dari good

governance, yaitu :

1) Birokrasi yang bersih

2)

3)

4)

5)

Birokrasi yang sistem aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan
koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan
penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif

Birokrasi yang mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat,
berdaya guna dan tepat guna ( hemat waktu, tenaga dan biaya)
Birokrasi yang transparan

Birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara
Birokrasi yang melayani masyarakat

Birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi
yang memberikan pelayanan prima terhadap publik.

Birokrasi yang akuntabel



22

Birokrasi yang bertanggung jawab atas setiap proses dan kinerja
atau hasil dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
untuk mencapai tujuan.

Artinya Good Governance lebih menekankan kepada proses,
sistem, prosedur, peraturan yang formal ataupun informal yang menata
suatu organisasi dimana aturan main yang ada harus diterapkan dan
ditaati untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung
jawab, efektif dan efien, transparan srta akuntabel.

4. Kinerja Pemerintah

a. Pengertian Kinerja Pemerintah

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan
sasaran,tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic
planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut
prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.
Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria
keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.
Tanpa tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat
diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. (Mahsun, 2006:25)

Jadi, kesimpulan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang
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dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan

organisasi.

Pengukuran kinerja organisasi sektor publik (Mahsun, 2006:31)
meliputi aspek-aspek antara lain:

1) Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2) Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi
kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan
tersebut.

3) Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai dan suatu kegiatan yang dapat berwujud (tangible
maupun tidak berwujud (intagible).

4) Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang
mempunyai efek langsung.

5) Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6) Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif.

b. Indikator Pengukuran Kinerja
Menurut Permendagri No 13 tahun 2006 ada 3 indikator dalam

pengukuran kinerja,yaitu :



)

2)

3)
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masukan (input)

masukan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk teknologi dan peralatan,dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya.

Keluaran (outout)

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome)

Hasil adlaah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan dalam satu program.

Kerangka Hipotesis

Gambar 11.1
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C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab

akibat dari kenerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis

dapat dibedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentatif, hipotesis

kerja, dan hipotesis statistik atau hipotesis nol (Abdul Hamid, 2010:16)
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Berdasarkan penjelaskan sebelumnya, hipotesis yang dirumuskan pada

penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian intern terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Empat Lawang

Sistem pengendalian intern dalam pemerintahan daerah dapat
digambarkan sebagai proses yang terdapat dalam instansi pemerintah
daerah, dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang
dilakukan didalam instansi telah sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan instansi.sistem pengendalian internal pemerintah daerah
didesain mengatur aktivitas pegawai melalui manajerial instansi, agar
sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sistem pengendalian intern yang berjalan efektif dan efisien, secara
optimal, akan membawa dampak yang baik bagi kinerja pemerintah daerah
untuk menghasilkan kinerja yang semakin baik. Apabila pengendalian
intern buruk maka kinerja pemerintah daerah akan buruk
H; : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap

kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
2. Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Empat Lawang

Good Governance merupakan tata kelola pemerintah yang baik
berupa sistem yang mengatur dan mengontrol urusan negara pada semua
tingka, terkait hak dan kewajiban pihak-pihak didalamnya. Good

Governance berperan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja pemerintah
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daerah yang lebih menekankan pada aspek kesejahteraan masyarakat dan
pelayanan publik. Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui
bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung
jawabnya. (Yusuf:2009)

H, . Terdapat pengaruh antara Good Governance terhadap kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat di kategorikan beberapa macam ( Anwar,

2016 : 13-19) yaitu :

L

Penelitian Deksriptif

Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka
memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang
berasal dari subjek atau objek penelitian.

Penelitian Kausalitas

Penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk
meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel.
Penelitian Korelasional

Penelitian korelasional adalah desain penelitian yang dirancang untuk
meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel
dengan memperhatikan besaran koefisen korelasi.

Penelitian Tindakan

Penelitian tindakan adalah desain penelitian yang disusun dengan tujuan
untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang sudah
dilakukan sebelumnya.

Penelitian Ekperimental Yang Sebenarnya

Penelitian Eksperimental Yang Sebenarnya adalah desain penelitian yang

disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas

27
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mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi perlakuan dengan
kelompok lainnya yang tidak dikenai perlakuan.

6. Penelitian Eksperimental Semu
Penelitian eksperimental semu adalah desain penelitian yang disusun
untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi
yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenarnya dalam
keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan semua
variabel yang relavan.

7. Penelitian Grounded
Penelitian grounded menggunakan fakta atau data empiris untuk
menyusun proposisi—proposisi, menemukan konsep-konsep dan
membuktikan serta mengembangkan teori.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
penelitian kausalitas yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti
kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel dan juga untuk
mengetahui nilai pengaruh variabel sistem pengendalian intern dan good

governance, terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada kantor-kantor

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.



Tabel 111.1

Daftar Nama Instansi Kabupaten Empat Lawang
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No Nama Instansi Alamat
1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3 Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber

Daya Manusia
4 Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah
5 Badan perencanaan pembangunan Daerah
6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7 Dinas Lingkungan Hidup
8 Dinas pemuda dan Olahraga
9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dgnas AL Komplek perkantoran JI. Lintas
13 | Dinas Kesehatan .

: = - KM 3,5 Talang Banyu Tebing

14 | Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja tinggi 31453
15 | Dinas Sosial
16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu
17 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak
18 | Inspektorat
19 | Dinas Pertanian
20 | Dinas Komunikasi dan Informatika
21 | Dinas Ketahanan Pangan
22 | Dinas Perhubungan
23 | Satuan Polisi Pamong Praja
24 | Dinas Perpustakaan dan Arsip
25 | Dinas Perindustrian dan perdagangan

Sumber : Penulis, 2017

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi

subjek dalam penelitian yang diamati. (Sugiyono, 2010 : 126) Dari metode

penelitian diatas, penelitian membuat tabel operasionalisasi variabel sebagai

berikut :
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Tabel I11.2
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala
Pengukuran

Sistem Pengendalian | Sistem Pengendalian | a. Lingkungan Skala Ordinal
Intern Intern adalah kebijakan pengendalian
Xy dan  prosedur yang | b. Penilaian resiko

dirancang untuk | c. Kegiatan

memberikan  keyakinan pengendalian

yang memadai bagi | d. Informasi dan

manajemen bahwa Komunikasi

organisasi mencapai | a. Pemantauan

tujuan dan sasarannya.
Good Governance Good governance | a.  Participation Skala Ordinal
X, sebagai suatu | b.  Rule of law

penyelengaraan c. Transparency

manajemen d.  Responsiveness

pembangunan yang solid | e. Consensus

bertanggungjawab yang orientation

sejalan dengan prinsip | . Equity

demokrasi dan pasar | g.  Efficiency and

yang efisien, Effectiveness

penghindaran salah | h. Aeccountability

alokasi dana investasi | i.  Strafegic vision

dan penccgahan korupsi

baik  secara  politik

maupun administrative,

menjalankan disiplin

anggaran serta

penciptaan legal and

political framework bagi

tumbuhnya aktivitas

usaha
Kinerja kinerja adalah | a.  Masukan (input) Skala Ordinal
Y keberhasilan  personel, | b. Keluaran (output)

tim, atau unit organisasi | c. Hasil (outcome)

dalam mewujudkan | d.  Manfaat

sasaran strategik yang | e.  Dampak(impact)

telah ditetapkan

sebelumnya dengan

perilaku yang

diharapkan

Sumber : Penulis, 2016

D. Populasi dan Sampel
Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri
tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Anwar, 2016 :

87)
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Jadi Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Empat Lawang. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang
digunakan adalah purposive sampling Kriteria yang digunakan untuk memilih
responden adalah yang memiliki jabatan Kepala Dinas, sekretaris, dan Kepala
Bagian dan 1 orang staf berstatus PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Data yang Diperlukan
Adapun sumber data cenderung pada pengertian dari mana
(sumbernya) data itu berasal. Berdasarkan hal itu, data tergolong menjadi dua
bagian (Anwar, 2016 : 104) yaitu :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh
peneliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh
pihak lain.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner, dan gambaran
umum Kabupaten Empat Lawang sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh dari Opini BPK yang diambil dari situs resmi BPK.
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara (Anwar, 2016 :

106-111) sebagai berikut :
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Survei

Survei merupakan cara pengumpulan data di mana penliti atau
pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam
bentuk lisan maupun secara tertulis.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan
pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan
responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan juga bisa melalui
alat komunikasi misalnya pesawat telepon.

Kuesioner

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang tidak memerlukan
kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan
(kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan
perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik
tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang
diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang biasa dilakukan untuk
mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi

maupun kelembagaan.
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan secara
tertulis dengan menyebar kepada responden dan dokumentasi dengan
mengambil data dari situs resmi BPK.
G. Analisis Data dan Teknik Analisis
1.  Analisis Data
Analisis data dalam penelitian dapat di kelompokan menjadi dua
(Sugiyono, 2010 : 13-14) yaitu :
a. Analisis Kualitatif
Analisis  kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan
menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan
gambar.
b. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan
data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan pengujian statistic dari hasil kuesioner, kemudian hasil
pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.
Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan
kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif
digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi

(tabelaris) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.
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Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian

(Sugiyono, 2010 : 132-136) yaitu :

a) Skala Likert
b) Skala Gutman
¢) Rating Scale

d) Semantic Deferential

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan
mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang
yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah
skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau sekolompok orang tentang fenomena social.

Pada skala /ikert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan
menjadi indakator variabel. Kemudian indicator tersebut dijadikan titik
tolak untuk menyusun item-item intrumen berupa pernyataan atau
pertanyaan. Jawaban pada skala likert dapat berupa kata-kata antara

lain:

Sangat Setuju =88 =5
Setuju =5 =4
Netral =N =3
Tidak Setuju =TS =2
Sangat Tidak Setuju =S8TS =]

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi

datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang
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berbantuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses
menaikkan skala dari ordinal menjadi interval menggunakan software
(program) MSI (Microsoft successif Interval).
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh pengendalian intern dan good governance terhadap kinerja
Pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang adalah analisis regresi
liner berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai
pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis
(uji t) untuk mengetahui signifikasi dari variabel bebas terhadap
variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah
menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis
data dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical Program For Special
Science (SPSS). Sebelum melakukan analisis, seusai dengan syarat
metode OLS (Ordinary Least Square) maka lebih terlebih dahulu harus

melakukan uji validitas, uji realibilitas dan asumsi klasik.

a. Uji Validitas
Uji validitas (Test of validity) dilakukan untuk mengetahui
apakah alat pengukur yang telah disusun telah memiliki validitas
atau tidak. Hasilnya akan ditunjukkan oleh suatu indeks sejauh

mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang ingin diukur.
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Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sebuah butir dikatakan

valid (Dwi, 2009 : 16) yaitu :

1. Korelasi dari item-item kuesioner haruslah kuat dan peluang
kesalahan tidak telalu besar (menurut teori maksimal 5 % dalam
uji pertama).

2. Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif
tersebut berarti bahwa r bt (nilai korelasi yang akan digunakan
untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari r tabel.

Validitas alat pengukur dilakukan dengan mengkorelasikan
antar skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan
dengan korelasi rata-rata per item pertanyaan dengan alat bantu

SPSS. Apabila ternyata semua pertanyaan yang disusun

berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan korelasi rata-rata

per item pertanyaan, maka dapat dikatakan bahwa alat pengukuran
tersebut mempunyai validitas. Teknik korelasi yang akan
digunakan dalam validitas ini adalah teknik korelasi product
moment. Teknik korelasi product moment memerulukan tingakt
pengukuran variabel sekurang-kurangnya interval karena skor
sebagian didapat dari skala pengukuran ordinal.

Nilai t untuk N=30 dengan taraf signifikan 5% adalah

0,361. Jadi apabila r lebih besar dari 0.361 dinyatakan valid dan

sebaliknya apabila nilai r lebih kevil dari 0,361 dinyatakan valid
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dan sebaliknya apabila nilai r lebih kecil dari 0,361 dinyatakan

tidak valid.

Uji Reliabilitas

Setelah dapat ditemukan bahwa pernyataan dan pertanyaan
yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan r bt lebih besar
dari r tabel, maka selanjutnya pernyataan dan pertanyaan yang
dinyatakan valid tersebut, diuji reliabiotasnya. Teknik perhitungan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membagi item-item yang valid menjadi belahan dalam
penelitian dengan cara yang diambil adalah berdasarkan nomor
genap ganjil. Nomor ganjil sebagai belahan pertama dan nomor
genap sebagai belahan kedua.

2. Skor masing-masing item pada tiap belahan dengan skor
belahan kedua dengan korelasi product moment.

3. Mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan
kedua dengan korelasi product moment.

4. Mencari angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah
dengan cara mengkorelasikan angka yang diperoleh.

5. Uji reliabilitas dalam penelitian ini juga menggunakan progam
SPSS dengan cara mengkonversikan skor ganjil dan skor genap.
Uji realibilitas digunakan untuk menilai kesanggupan responden
dalam menanggapi tiap pertanyaan, realibilitas dilakukan untuk

menguji konsistensi dan stabilitas yang ditujukan oleh Cronbach
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Alpa, makin besar alpa (mendekati 1) maka dikatakan
pertanyaan tersebut cukup reliable. Untuk menentukan
oernyataan reliable dapat ditentukan apabila item cronbach Alpa
lebih kecil dari 0.6. (Dwi, 2009 : 99)
Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah
model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari
asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data
tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung
multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum
melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih
dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan
untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan
analisis grafis (normal P-P plot) dan analisis statistik ( One
Sample  Kolmogorow-Smirnow Test). Dalam melakukan
pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan One
Sample  Kolmogorow-Smirnow Test. Dasar pengambilan

keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:




2)

3)

4)
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a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan
pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak
menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi
tidak memenuhi asumsi normalitas.

Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua
variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi
hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna.

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah

multikolinearitas. (Duwi, 2010:62)

Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya
ketidaksamaan varian dan residual pada model regresi. Model
regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah

heteroskedastisitas.( Duwi, 2010:67)

Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi
yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap

nilai variabel sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi
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kita menggunakan wuji Durbin Watson (DW). Dasar
pengambilan keputusan untuk pengujian autokorelasi dengan
melihat Durbin Watson (Imam, 2011 : 111) yaitu:

a. Jika du < DW < 4-du berarti tidak ada masalah autokorelasi.

b. Jika dl <DW < du atau 4-du = DW = 4-dl maka tidak ada
kesimpulan yang dapat diambil.

c¢. Jika DW < dl maka terjadi autokorelasi positif.

d. Jika DW > 4-dl maka terjadi autokorelasi negatif.

d. Uji Hipotesis
1) Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan
pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B
(B; atau B,) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji
hipotesis secara parsial atau individu yaitu :

a) Merumuskan Hipotesis
Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :
Hy; : Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja
Pemerintah daerah secara parsial/individu.
Ha, :Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah secara parsial/individu.
Hy, : good governance tidak berpengaruh terhadap kinerja

Pemerintah daerah secara parsial/individu.
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H.: : good governance berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
daerah secara parsial/individu.

1. Menentukan Taraf Nyata
Tingkat signifikan sebesar 5%, tarif nyata dari t tabel ditentukan
dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf nyata () berati nilai t tabel,
taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = n-
k-1.

2. Hy ditolak apabila t hitung > t tabel, H, diterima apabila t
dihitung < t tabel. Berdasarkan probabilitas H, ditolak jika P
value < 5% , H, diterima jika P value > 5%.

3. Kesimpulan
Menarik kesimpulan H, ditolak apabila t hitung > t tabel atau H,
diterima apabila t dihitung < t tabel.

2) Pengujian hipotesis secara bersama (uji F)
pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis
koefisien regresi berganda dengan X; X, secara bersama-sama
mempengaruhi Y.
a) Merumuskan Hipotesis
Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
Hy :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sistem
pengendalian intern dan good governance terhadap
kinerja pemerintah daerah Kabupaten Empat lawang

secara simultan.
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H, :Terdapat pengaruh  signifikan antara  sistem
pengendalian intern dan good governance terhadap
secara simultan kinerja pemerintah daerah Kabupaten
Empat lawang

b) Menentukan Tarif Nyata Tingkat signifikan 5% taraf

nyata dari tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf

nyata (a) bearti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan

dengan derajat bebas (db)=n — k-1.

¢) Hy ditolak apabila F hitung > F tabel, Ha diterima apabila F
hitung < F tabel.
d) Menarik kesimpulan Hy ditolak apabila F hitung > F tabel atau

H, diterima F hitung < F tabel.

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi
total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel
bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana,
maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis
yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah
Adjusted R Square. Hasil perhitungan R Square dapat dilihat pada
output model summary. Pada kolom R Square dapat diketahui berapa
persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
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Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier antara
dua atau lebih variabel independen (X; X, X,) dengan variabel
dependen (Y). Analisis digunakan untuk mengetahui hubungan antar
variabel independen apakah masing-masing variabel berhubungan
positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dan variabel
independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi
berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal
2. (Sugiyono,2009:277)
Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y=a+bX;+bX;+e

Keterangan:
X = Sistem pengendalian intern

X5 = Good Governance

Y = Kinerja pemerintah daerah

A = Nilai Konstanta, berpotongan garis pada sumbu X
b = Koefisien regresi variabel X

¢ = eror/Residual



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1.

Gambaran Umum Kabupaten Empat Lawang

a.

Sejarah singkat Kabupaten Empat Lawang.

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu Kabupaten
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pusat kegiatan pemerintahan
Kabupaten Empat Lawang berlokasi di kecamatan Tebing tinggi
yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Empat Lawang.
Kabupaten Empat Lawang yang merupakan daerah hasil pemekaran
dari Kabupaten Lahat secara yuridis formal dibentuk dengan
Undang-undang Nomor 01 tahun 2007 dan Peraturan daerah
Kabupaten Empat lawang Nomor 18 tahun 2006, Sehingga pada
tanggal 20 april 2007 Kabupaten Empat Lawang diresmikan sebagai
Kabupaten yang ke 15 di Provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Empat lawang memiliki luas wilayah 2.256.44
Km? yang terdiri dari 8 kecamatan yang terletak antara 3725 15
Lintang Selatan dan 102°37° — 103°45> Bujur timur. Kabupaten
Empat Lawang beriklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara
maksimum bisa mencapai 37.1° C dan rata-rata suhu udara minimum
bisa mencapai 22.7° C. Secara Administratif, sebelah utara
berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu,
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sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat dan sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong.

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu
Kabupaten tertinggal di Sumatera Selatan. Dimana banyak sekali
infrastruktur yang masih belum memadai. Pemerintah daerah
Kabupaten Empat lawang yang terdiri 33 SKPD.

Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah  Kabupaten @ Empat Lawang  dalam
melaksanakan pembangunan terbingkai dalam sebuah cita-cita
vang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan
pencapaian yang dapat di indikasikan berdasarkan ukuran-ukuran
tertentu. Cita-cita tersebut terbingkai dalam sebuah visi kabupaten
Empat Lawang yaitu “ MENJADI KABUPATEN EMASS
(EKONOMI MAJU, AMAN, SEHAT DAN SEJAHTERA)
DENGAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MANDIRI
DAN SEJAHTERA™.

Struktur organisasi Pemerintah Daerh Kabupaten Empat
Lawang

Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh pemerintah daerah, maka diperlukan suatu
koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang
mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan

diantara masing-masing bagian. Semakin banyak kegiatan yang
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dilakukan oleh masing-masing bagian atau departemen, maka
semakin kompleks pula hubungan yang ada diantara pegawai
sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung jawabnya.
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memberikan
gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian lain dalam
suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dimulai
dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah dalam unit
organisasi tersebut.

Bentuk struktur organisasi adalah sangat penting dalam
suatu perusahaan atau organisasi karena bentuk struktur organisasi
yang jelas akan dapat memberikan gambaran yang baik dalam
menentukan setiap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang
dimiiliki pada bagian satu dengan bagian yang lainnya.

Struktur organisasi pada Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat

pada gambar IV.1 sebagai berikut :



Gambar IV.1

47
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2. Gambaran Karakteristik Responden
Penelitian sistem pengendalian intern dan Good governance
terhadap Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Empat lawang ini
didasarkan pada tranformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi,
sehingga mudah diinterprestasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini
telah disebarkan kepada Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kasubag Bagian
keuangan dan 1 staf yang berstatus PNS.
Tabel 1V.1
Gambaran Karakteristik Responden
Daftar Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Empat
Lawang
Jumlah
; Kuisione | tidak an
L T Tnseansl r yang kembali d)golagh
disebar
1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 4 orang 4
2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 orang 4
3 | Badan KPSDM 4 orang 4
4 | Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah 4 orang 4
5 | Badan perencanaan pembangunan Daerah 4 orang 4
6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 orang 4
7 | Dinas Lingkungan Hidup 4 orang 4
8 | Dinas pemuda dan Olahraga 4 orang 4
9 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 orang 4
10 | Dinas kependudukan dan catatan sipil 4 orang 4
11 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4 orang 4
12 | Dinas Perhubungan 4 orang -
13 | Dinas Pariwisata 4 orang 4
14 | Dinas Kesehatan 4 orang 4
15 | Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 4 orang 4
16 | Dinas Sosial 4 orang 4
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
i) Satu Pinti Y B 4 orang 4
18 | Dinas PMDP3A 4 orang 4
19 | Inspektorat 4 orang 4
20 | Dinas Pertanian 4 orang 4
21 | Dinas Komunikasi dan Informatika 4 orang 4
22 | Dinas Ketahanan Pangan 4 orang A
23 | Dinas perindustrian dan perdagangan 4 orang 4
24 | Dinas Perpustakaan dan Arsip 4 orang 4
25 | Dinas pengendalian penduduk dan KB 4 orang 4
Total 100 24 76

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
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Kuisioner yang didistribusikan Kemasing- masing dinas
sebanyak 4 rangkap dengan jumlah kuisioner 100 kuisioner. Selama
proses pengumpulan kuisioner terdapat 76 kuesioner yang kembali dan
24 kuesioner tidak kembali atau tidak mendapat respon, schingga
kuesioner yang dapat diolah hanya 76 kuesioner.

Setelah  data tersebut  diperoleh, selanjutnya peneliti
mentabulasikan jawaban yang ada. Pada tahap awal pembagian kuisioner
adalah pemberian kode dari setiap jawaban responden sangat setuju,
setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Data yang diberi kode
kemudian disusun dalam tabel yang akan diberikan informasi yang
dibutuhkan untuk dianalisis. Rekapitulasi data mengenai jawaban

responden dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2
Hasil Total Jawaban Responden
—_ Data Ordinal S Data Interval
X1 X2 Y X1 X2 b

1 87 7] 63 1 55,231 57,750 | 45,17526
2 90 81 54 2 57,653 63,563 32,68597
3 93 78 63 3 63,075 60,021 43,16998
4 114 93 72 4 91,583 78,804 | 56,97235
5 84 66 58 5 51,440 47,860 | 37,87425
6 81 58 61 6 46,481 37,841 40,44797
7 84 66 58 7 51,440 47860 | 37,87425
8 82 64 62 8 49,943 46,170 | 41,95602
9 105 90 78 9 79,609 75,925 | 63,05049
10 105 90 72 10 79,609 75,925 55,06662
11 105 97 62 11 78,362 83,502 44,7631

12 107 97 59 12 82,252 83,502 | 40,14501
13 89 73 66 13 58,908 56,087 | 47,15838
14 83 62 59 14 50,413 43,700 | 39,94047
15 79 71 62 15 45,594 52,985 | 41,76916




16 106 86 68 16 80,364 70,384 | 51,30028
17 92 72 68 17 62,437 55,039 | 49,42892
18 96 119 69 18 67,611 103,387 | 51,82454
19 92 74 65 19 61,916 57,209 | 45,73151
20 97 79 70 20 68,785 62,135 | 52,34546
21 96 82 61 21 67,709 66,725 | 43,29107
22 110 89 62 22 87.423 74,648 | 4493239
23 99 91 66 23 71,471 74,782 | 47,37654
24 104 93 73 24 78,305 80,075 | 57,00349
25 90 78 66 25 59,697 61,393 | 48,76572
26 80 60 61 26 46,615 41,417 | 43,45275
27 100 83 66 27 71,782 67,093 | 4737571
28 108 98 71 28 83,757 83,386 | 55,94195
29 85 66 56 29 53,646 48,364 35,9102

30 99 70 59 30 72,674 52,078 | 40.24384
31 107 92 78 31 81,318 78.648 | 66,47142
32 108 91 74 32 82,617 75,404 | 57,83566
33 85 65 59 33 53,082 47,700 | 39,74565
34 88 66 55 34 57,274 47,728 | 34,85274
35 86 61 57 35 54,432 42,340 | 37,53576
36 105 99 58 36 79,346 85,969 | 36,18937
37 91 66 58 37 61,128 48,204 | 39,19237
38 83 65 57 38 50,964 47,210 | 3793994
39 89 69 61 39 58,732 50,706 429186

40 90 72 61 40 58,161 54,337 40,3999

41 95 87 73 4] 65,384 71,770 | 58,35163
42 97 87 69 42 69.350 73,039 | 50,83817
43 104 86 74 43 78,317 70,391 | 57.84701
44 93 91 79 44 62,983 75,772 65,3179

45 138 69 57 45 112,376 | 51,982 | 37,92219
46 101 86 72 46 73,456 70,970 57,0636

47 101 86 72 47 73,456 70,970 57,0636

48 97 87 69 48 69,350 73,039 | 50,83817
49 100 83 75 49 73,565 67,112 60,2911

50 98 87 76 50 70,259 71,191 | 61,34852
51 93 86 65 51 63,028 69.780 | 46,25286
52 100 83 75 52 73,565 67,112 60.2911

53 108 91 74 53 82,617 75,404 | 57,83566
54 1 87 69 54 69,350 73,039 | 50,83817
55 99 91 66 55 71,471 74,782 | 47,37654
56 106 91 74 56 80,535 75,404 | 57.83566
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57 85 65 59 57 53,082 47,700 | 39,74565
58 88 66 55 58 57,274 47,728 | 34,85274
59 86 61 57 59 54,432 42340 | 37,53576
60 104 99 58 60 78,126 85,969 | 36,18937
61 91 66 58 61 61,128 48,204 | 39,19237
62 83 65 57 62 50,964 47,210 | 37,93994
63 89 69 61 63 58,732 50,706 429186

64 88 72 61 64 56,079 54,337 40,3999

65 95 87 73 65 65,384 71,770 | 58,35163
66 96 87 69 66 68,130 73,039 | 50,83817
67 83 62 59 67 50,413 43,700 | 39,94047
68 79 71 62 68 45,594 52,985 | 41,76916
69 104 86 68 69 78,282 70.384 | 51,30028
70 92 72 68 70 62,437 55,039 | 49,42892
71 96 119 69 71 67,611 103,387 | 51,82454
72 92 74 65 72 61916 57,209 | 45,73151

73 96 79 70 73 67,565 62,135 | 52,34546
74 96 82 61 74 67,709 66,725 | 43,29107
75 110 89 73 75 87,423 74,648 | 57,00349
76 98 91 66 76 70,251 74,782 | 47,37654

Sumber : Data primer yang diolah, 2017
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Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat

dilihat pada tabel IV.3

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Keterangan Jumlah %
1 Laki-Laki 51 67 %
2 Perempuan 25 33%
Total 76 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa dari

responden dalam penelitian ini, terdapat laki-laki berjumlah 51 dan

responden perempuan berjumlah 25, yang artinya responden dalam

penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dimana menurut proses
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psikologi secara umum laki-laki lebih cenderung kurang responsif
dalam menjawab isi dari kuesioner tersebut sedangkan perempuan
lebih rapi dan tepat sasaran dalam menjawab isi kuesioner.
. Gambaran Karateristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada

tabel IV .4 berikut :
Tabel 1V.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No Umur Jumlah %o

1 20-30 16 21%
2 31-40 22 29%
3 41-50 21 28%
4 51-60 17 22%

Total 76 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan pada tabel 1V.4 dapat disimpulkan bahwa dari 30
responden dalam penelitian ini, terdapat 16 responden yang berumur
20-30 tahun , 22 orang responden berumur 31-40 tahun , 21 orang
responden berumur 41-50 tahun dan 17 orang responden berumur 51-
60 tahun., menurut BPS usia 15-49 tahun dikatakan usia sangat
produktif yang artinya 20-49 tahun tepat dalam menjawab isi

kuesioner yang dibagikan.

. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat

pada tabel IV.5 berikut :
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Tabel IV.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah %o

1 S3 3 4%
2 S2 21 27%
3 S1 40 53%

4 D3 g 4%
5 SMA 9 12%
Total 76 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan pada tabel IV.5 dapat disimpulkan bahwa dari 76
responden dalam penelitian ini, terdapat 3 responden untuk
pendidikan S3, 21 responden untuk pendidikan S2, 40 responden
untuk pendidikan S1 dan 3 responden untuk pendidikan D3, dan 9
responden untuk pendidikan SMA, yang artinya penelitian ini
didominasi oleh pendidikan S1 dimana pendidikan S1 lebih mengerti
dan memahami dalam menjawab isi kuesioner yang dibagikan.
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Hasil uji statistik akan diuraikan pada bagian ini :
a. Variabel Sistem Pengendalian Intern
Variabel Sistem Pengendalian Intern (X1) berjumlah 24
pertanyaan yang terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan
pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi dan pemantauan.
1) Indikator lingkungan pengendalian
Hasil  rekapitulasi  jawaban indikator  lingkungan

pengendalian dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut :
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Tabel 1V. 6
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Lingkungan Pengendalian

o Sangat

ey | S | e | e | T [
Setuju

¥ % ¥ % ¥ % y % Y %

Pl 25 4 41 6.4 10 1,6 - - - E
P2 14 2 43 6.7 13 2 6 | 09 - -
P3 22 3.4 36 5.6 18 2.8 - - - -
P4 23 3,6 44 6.9 9 1.4 - - - -
P5 9 1.4 42 6,6 23 36 | 2] 03 - -
P6 4 0,6 38 6 21 33 |13 2 - -
P7 13 2 46 Tl 17 2,7 - - - -
P8 9 1.4 58 9 9 1.4 - - - -
total 119 | 18,6 | 380 | 594 | 120 | 188 | 21 | 3,2 0 0

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.21 dari 8 butir pernyataan 78%
responden menjawab setuju dengan alasan bahwa peraturan atau
kebijakan secara lisan maupun tertulis, integritas, kompetensi,
tanggung jawab dan moralitas pegawai pemerintah merupakan
elemen yang tepentung yang melandasi unsur dalam sebuah sistem
pengendalian.
2) Indikator penilaian resiko

Hasil rekapitulasi jawaban indikator penilaian resiko dapat
dilihat pada tabel 1V.7 berikut :

Tabel 1V. 7

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Penilaian Resiko

. Sangat
Perny Ssz?ug;t Setuju Netral ;::::t Tidak
ataan Setuju
¥ | % b % ¥ % oY % ¥ %
Pl 27 | 11,8 32 14 16 T I 1,3 E -

P2 8 [ 35 ] 65 |285] 9 4 - - = <
P3 27 111,81 42 | 187 | 7 3 - - B -
Total | 62 | 27,1 | 139 | 61,2 | 32 14 | 0,4

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
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Berdasarkan tabel 1V.7 dari 3 butir petnyataan yang telah
diberikan kepada responden, 88% responden menjawab setuju
dengan alasan sistem pengendalian harus mampu menganalisis
resiko yang akan dihadapi pemerintah, baik dari dalam maupun
dari luar organisasi secara efisien dan efektif sehingga tidak adanya
penghambat dalam pencapaian tujuan.

Indikator kegiatan pengendalian

Hasil rekapitulasi jawaban indikator kegiatan pengendalian

dapat dilihat pada tabel I'V.8 berikut :
Tabel 1V. 8

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator kegiatan pengendalian

; Sangat
Perny Sangat Setuju Netral Ttda.k Tidak
Setuju Setuju ‘
ataan Setuju
3 % » % X % | X | % ¥, %
! 20 8.8 33 (145 22 [ 96 |1 |13 - -
P2 13 5.7 51 |224 | 12 | 53 | = - - -
P3 10 44 48 | 21 18 | 79 | - - - -
Total | 43 189 | 132 | 579 | 52 |228| 1 | 04 -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1V.8 dari 3 buah butir pernyataan yang
diberikan kepada responden 76,8% responden menjawab setuju
dengan alasan bahwa kebijakan dan prosedur dari arahan pimpinan
instansi kepada pegawainya yang dipastikan dilaksanakan oleh
pegawainya akan mengurangi resiko yang telah diidentifikasi

selama proses penilaian resiko.



4) Indikator Informasi dan komunikasi

Hasil rekapitulasi jawaban indikator informasi dan
komunikasi dapat dilihat pada tabel V.9 berikut :
Tabel 1V. 9
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Informasi dan Komunikasi
: Sangat
Pernyataan SS?:E;:L Setu el ;—;?uf;l:l Tida‘.k
Setuju
Y% [ > [ % | > [ % [ y]% | |%
Pl 16| 42 | 46 | 12,1 | 14 | 3,7 | - - - -
P2 6 | 1,6 | 45 [ 118] 25 | 6,6 | - - - -
P3 5 1,3 | 48 | 12,6 | 2] 5513108 - -
P4 1129 | 55 [145 7 1.8 3] 08 - -
P5 13| 34 15 39 | 48 | 126 - - - -
Total 5111341209 [ 428 | 1151302 6

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1V.9 dari 5 buah butir pernyataan 56,2%
responden setuju dengan alasan bahwa sarana komunikasi dan
informasi yang dimanfaatkan dengan baik dan diperbaharui terus
menerus akan memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya terhadap pimpinan atau pihak lain.

Sehingga informasi yang disajikan relvan, andal, dapat dipahami

serta dapat diselesaikan tepat waktu.

5) Indikator pemantauan

Hasil rekapitulasi jawaban indikator pemantauan dapat

dilihat pada tabel IV.7 berikut :




indikator pemantauan

Tabel 1V. 10
Rekapitulasi Jawaban Responden
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g Sangat
Pernyat | g Setuju Netral . idak |
dan cluju ctuju Setuju
ST % | S [ %3] % |[>]% > %
Pl 19 5 50 | 13,1 7 1,8 - - -
P2 10 | 2,6 57 15 9 2,4 - - -
P3 16 472 54 142 | 33 8.7 - -
P4 19 5 24 6,3 33 8,7 = =
P5 20 53 40 | 10,5 15 3,9 0,3 -
Total 84 | 221|225 (49,1 | 97 25,5 0,3 -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1V.10 dari 5 buah butir pernyataan yang

dibuat 71,2% responden menjawab setuju dengan alasan bahwa

penindaklanjutan  hasil

meningkatkan sistem pemerintahan yang baik.

audit

Variabel Good Governance (X;)
Variabel Good Governance (X;) berjumlah 22 pertanyaan

yang terdiri dari 9 indikator yaitu Participation,

transparency,

responsiveness,

dan

CONnSensus

review

orientation,

lainnya

dapat

Rule of Law,

equity,

effeciency and effectiveness, accountability dan strategic vision.

1) Indikator participation

Hasil rekapitulasi jawaban indikator penilaian resiko dapat

dilihat pada tabel IV.7 berikut :
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Tabel 1V. 11
Rekapitulasi Jawaban Responden

Indikator partipation
o Sangat
Pernyataan f‘yzrtlf]it Fos bl g;?;l: Tida'k
Setuju
S % | Y] % | > % | Y] % [ ¥
Bl 9 6 |25(164 |31 )203 (11|72 ]| -] -
P2 5 33 1451296 |24 | 158 2 | 1,3 | - -
Total 14 | 93 | 70| 46 |55|36,1 |13 | 85 | - -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.11 dari 2 buah butir pernyataan yang
diberikan 55,3% responden menjawab setuju dengan alasan bahwa
keterlibatan pegawai dalam pembuatan keputusan secara langsung
maupun tidak langsung melalui pemerintahan merupakan wujud
dari terlaksananya penyaluran aspirasi pegawai dalam setiap
kegiatan dalam pemerintahan.

2) Indikator Rule of law (aturan hukum)

Hasil rekapitulasi jawaban indikator Rule of law dapat

dilihat pada tabel IV.12 berikut :

Tabel 1V. 12
Rekapitulasi Jawaban Responden

Indikator Rule of law

. Sangat
Samgt | i Netral Tidak | "

Pernyataan Setuju Setuju Setui
etuju
Y| % ¥ % ¥ % | Y| % | Y| %
P1 15 3 27 8,9 34 | 11,1 | - - - -
P2 12 4 26 8,6 37 (12,1 ] 1 0,3 - -
P3 11| 3.6 28 92 33 109 | 4 1.3 E -
P4 8| 26 | 25 8.2 35 | 11,5 8 | 2,6 | - -
Total 46 | 152 | 106 [ 349 | 139 (456 | 13| 42 | - | -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
Berdasarkan tabel IV.12 dari 4 butir pernyataan 50,1 %

responden menjawab setuju dengan alasan bahwa kerangka hukum
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yang adil yang diberlakukan kepada seluruh pegawai tanpa
pandang buluh ataupun mengatasnamakan jabatan konsisten serta
independensi peradilan merupakan salah satu wujud nyata dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3) Indikator Transparency (transparansi)

4)

Hasil rekapitulasi jawaban indikator transparansi dapat
dilihat pada tabel V.13 berikut :

Tabel 1V. 13
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Transparency

. Sangat
Pernyataan 2:?3?: Senip Fietea) g{;fuil:l Tiekak
Setuju
Y % | X % [ Y] % | >X]| % || %
Pl 3 1 7123 18| 6 |[17] 56 |31] 10
P2 1 03 [16| 53 |18 6 |38|125]| 3 1
P3 7 23 139]129({26| 86 | 4 [ 13 | - -
P4 10 | 32 |33(109122 | 72 |11 ] 36 | - -
Total 10 | 6,8 |95[31,4 (84 |278|70] 23 | 34| 11

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.13 dari 4 butir pernyataan 38,2 %
responden menjawab setuju dengan alasan bahwa keterbukaan
pemerintah terhadap masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan
akan menciptakan kepercayaan penuh masyarakat terhadap
pemerintah. Dengan begitu masyarakat akan memperoleh informasi
yang andal dan akurat. Namun pada kenyataannya 61.8 %
responden menjawab tidak setuju dengan alasan bahwa pemerintah
daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi.

Indikator Responsiveness (Daya tanggap)
Hasil rekapitulasi jawaban indikator Responsiveness (Daya

tanggap) dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut :
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Tabel 1V. 14
Rekapitulasi Jawaban Responden
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Indikator Responsiveness

3 Sangat

Sang_at Setuju Netral T'da.k Tidik

Pernyataan Setuju Setuju Setui
ju
¥ % Y % | Y[ % [ > % | Y| %
Pl 3 13 25 (11,120 88 |24]105| 4 | 1,8

P2 15 | 66 | 43 | 189 | 13| 57 | 5 | 2,2 | - -

P3 17 | 75| 38 |167|19| 83 | 2 | 09 =
Total 35 1541 106 | 46,7 | 52 |1 22,8 | 31 | 13,6 | 4 1,8

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel V.14 dari 3 buah butir pernyataan 62%

responden menjawab setuju, dengan alasan bahwa lembaga-

lembaga pemerintahan harus cepat tanggap dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat/ pihak yang berkepentingan dan

selalu mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan

keputusan.

Indikator Consensus orientation

Hasil rekapitulasi jawaban indikator Responsiveness (Daya

tanggap) dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut :

Tabel 1V. 15

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Consesus orientation

; Sangat

bervaman | oA Sewju | Netwal | gionc | Tidak
al s J J Setuju
¥ % Y|l % | Y| % [3] % | Y| %

Pl 11 145 |34 | 447129382 | 2 | 2,6 - -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1V.15 rekapitulasi jawaban kuisioner

39,206

responden menjawab

setuju dengan alassan bahwa

pemerintahan yang baik akan menjadi perantara pembuat kebijakan

dalam mengorientasikan kebutuhan terbaik masyarakat.
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6) Indikator Equity (berkeadilan)

7

Hasil rekapitulasi jawaban indikator equity (berkeadilan)

dapat dilihat pada tabel IV.16 berikut :

Tabel 1V. 16
Rekapitulasi Jawaban Responden

Indikator Equity
. Sangat
Sangat | ooiu | Newal | J9% | igak
Pernyataan Setuju Setuju Setui
etuju
Y|l % [ X % | Y| % [ Y| % | >|%
Pl 4 | 1,8 [44]193|26(114} 2 109 |- | -
P2 20| 88 |33 14523 ] 10 | - - - |-
P3 1879 [18] 79 [30]13,1]10]| 44 | - | -
Total 42 | 185 (95 [41,7 (79345 12| 53 | - | -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.16 dari 3 butir pernyataan yang
diberikan kepada responden 60,2 % responden menjawab setuju
dengan alasan bahwa pemerintah pada dasarnya harus memberikan
kesempatan  kepada  pegawai dan  masyarakat  untuk
mempertahankan dan memperoleh kesejahteraan serta keadilan.
Indikator efektivitas dan efisiensi

Hasil rekapitulasi jawaban indikator efektivitas dan efisiensi
dapat dilihat pada tabel V.17 berikut :

Tabel 1V. 17

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Efficiency and Effectiveness

. Sangat

Sang_at Setuju Netral T'da.k Tidak

Pernyataan Setuju Setuju Setuiu
S % (2% (2] % [2]% [ > [%

Pl 19 | 25040 [526(16 (21,1 ]| 1 | 13 - -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
Berdasarkan tabel IV.17 dari pernyataan yang diberikan

kepada reponden 77,6 % responden menjawab setuju dengan alasan
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bahwa pemerintahan yang baik dan bersih harus mampu
mengelolah sumber daya dengan berdaya guna (efisien) dan
berhasil guna (efektif)
Indikator Accountability
Hasil rekapitulasi jawaban indikator Accountability dapat
dilihat pada tabel 1V.18 berikut :
Tabel 1V. 18

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Accountabili

Pernyataan Sangat Setuju Netral Tidak Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

> | % b % > | % 3 % Y | %
P1 22 |96 |35 15311461 |5 22 |- |-
P2 16 {7 49 [ 282 (11 |48 |- - - |-
P3 8 |35 [35 154 (27118 |6 26 |- |-
Total 46 1 20,1 | 119 | 58,952 (22,7 |11 48 |- |-

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.18 dari 3 butir pernyataan yang
diajukan kepada responden 79 % responden menjawab setuju
dengan alasan bahwa setiap kegiatan harus terdokumentasi dengan
baik dan dipertanggungjawabkan secara rutin dan tertulis sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyakat.
Indikator Strategic Vision

Hasil rekapitulasi jawaban indikator Strategic Vision dapat

dilihat pada tabel V.19 berikut :
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Tabel 1V. 19
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Stategic Vision

Pernyataan Sangat Setuju Netral Tidak Sangat
Setuju Setuju | Tidak

Setuju

Y | % Y |% Y | % Y | % | ¥ %

Pl 35 46,1 |23 1303 |18 [237 |- [- |- -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
Berdasarkan tabel 1V.19 yang telah dibagikan kepada
responden 76,4 % responden menjawab sangat setuju dengan
alasan bahwa seorang pegawai dan pemimpin harus memiliki
perspektif yang luas dan jauh kedepan untuk menciptakan tata
kelola yang baik.
Variabel Kinerja pemerintah (Y)
1) Indikator /nput (masukan)
Hasil rekapitulasi jawaban indikator input (Masukan) dapat
dilihat pada tabel IV.20 berikut :
Tabel 1V. 20

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator input(Masukan

: Sangat
Sang_al Setuju Netral T'da.k Tidﬁk
Pernyataan Setuju Setuju Setui

etuju
> | % Yy % | Y] % | X % | Y| %

Pl 3 1 38 [125(25( 82 |10] 33 | - -

P2 6 2 60 20 | 8 126 |2 07| - -

P3 13| 43 | 47 | 1554715516 53 | - -

P4 14|44 | 51 | 16811 ] 3,6 | - - - -
Total 36 | 119 196 | 64,8 | 91 | 30,5 | 28 - - -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
Berdasarkan tabel 1V.20 dari 4 butir pernyataan yang telah
dibagikan kepada responden 76,7% responden menjawab setuju

dengan alasan bahwa untuk menciptakan kinerja pemerintah yang



baik dibutuhkan pegawai yang kompeten dibidangnya, pemberian
pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya, pemakaian teknologi
yang sesuai dengan fungsinya serta menerapkan prinsip efisiensi
dalam setiap kegiatan.
2) Indikator proccess ( Proses)

Hasil rekapitulasi jawaban indikator procces (Proses) dapat

dilihat pada tabel IV.21 berikut :
Tabel 1V. 21

Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Procces (proses)

: Sangat
Pernyataan zaeltlug;t Bety Bateal g;?uajt Tida.k
Setuju
1% | ¥ % | X % Y1 % | Y| %
Pl 9 |1 3 [ 5 164 |17 | 56 - - - | -
P2 12| 4 | 57 | 188 | 7 2.3 - - -] -
P3 9 | 3| 47 [ 154 |18 6 2107 -1 -
P4 121 4| 36 [11,8 23| 7,6 S| 16| - |-
Total 42 1141190 [ 624 |65 21,5 | 7 |23 | - | -

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.21 dari 4 butir pernyataan yang telah
dibagikan 76.4% responden menjawab setuju dengan alasan
bahwa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah diharuskan
untuk efisien, menaati peraturan perundang-undangan, serta
memanfaatkan teknologi dengan baik.

3) Indikator output (keluaran)
Hasil rekapitulasi jawaban indikator output (keluaran) dapat

dilihat pada tabel 1V.22 berikut :
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Tabel 1V. 22
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator Qutput (Keluaran)

Pernyataan Sangat Setuju Netral Tidak Sangat
Setuju Setuju Tidak

Setuju

> | % Y | % Y | % Y | % Y | %
Pl 10 |66 |28 | 184 (34 (22414 |26 |- |-
P2 9 |6 40 [ 263 |27 | 178 |- |- - |-
Total 19 | 12,6 | 68 | 44,7 |61 [402 |4 |26 |- |-

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel 1V.22 dari 2 butir pernyataan yang telah
dibagikan 57,3 % reponden menjawab setuju dengan alasan
bahwa laporan yang diselesaikan tepat waktu merupakansalah
satu upaya pencapaian sasaran dan tujuan program. Pelayanan
yang maksimal yang dilakuakan pemerintah terhadap masyarakat
merupakan alat pendukung untuk mencapai tujuan.

4) Indikator outcome (hasil)
Hasil rekapitulasi jawaban indikator Responsiveness (Daya

tanggap) dapat dilihat pada tabel 1V.23 berikut :

Tabel 1V. 23
Rekapitulasi Jawaban Responden
Indikator OQutcome (Hasil)

. Sangat
Pernyata zangat Setuju Netral Tlda.k Tidgak

etuju Setuju ;
an Setuju
)X % | > | % [ % (Y] % | Y| %
Pl 14 | 6,1 51 | 224 | 11| 49 | - - - -
P2 20 | 88 | 50 22 16 | 28 | - - = o~
P3 14 | 6,1 | 28 [143 32| 14 | 2 |09 | - -

Total 48 21 129 56,7 |49 (21,7 2 | 0,9

Sumber: Datar Primer Diolah, 2017
Berdasarkan tabel IV.23 dari 3 butir pernyataan yang telah
dibagikan kepada responden 77,7 % responden menjawab setuju

dengan alasan bahwa kualitas jasa yang maksimal kepada publik,
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akan memberikan efek kepada pemerintah dan masyarakat yang
baik. laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan yang
telah ditentukan akan memberikan efek kebiasaan yang akan
diterapkan pegawai dalam menaati setiap kebijakan yang ada.
5) Indikator benefit (Manfaat)
Hasil rekapitulasi jawaban indikator benefit (Manfaat) dapat
dilihat pada tabel IV.24 berikut :
Tabel 1V. 24

Rekapitulasi Jawaban Kuisoner

Indikator Benefit ( Manfaat)
Sangat Tidak Sangat

Pemyata Setuju Selgu Hetral Setuju Tidak Setuju
- YT % | Y] % |3Y] % [3] % |5 [ %
Pl 7146 |26 17,1 7 | 46 |11 T2 25 16,4
P2 14 92 [53 (349 7 | 46 | 2 1.3 -

Total 21 113,879 52 |14] 92 | 13 8,5 25 16,4
Sumber: Da